DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAH Il SEMARANG

NOMCR 7 TAHUN 1293 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUFATEN DAERAH TINGKAT H§ SEMARANG

Menimbang

Mengingat

NOMOR 3 TAHUN 1993
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA

DAERAH TINGKAT li SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il SEMARANG

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
I Samarang Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974

1, Undang-undang Nemor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pekok Pamerintahan
di Daerah; : '

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan [aerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis Undang-
undang Nomor 67 Tahun 1858 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah
Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat || Semarang dan Peraturan
Pamarintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat | Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1292
tentan Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat | Salatiga dan
Kabupaten Daerah Tingkat || Semarang.

3. Undang-umdang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Peraturan Pamerintah nomor 5 Tahun 1875 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerimah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan
Anggatan Pendapat dan Belanja Daerah, Pelaksanaan TataUsaha Keuangan
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10.

11.

12.

13,

14,

15.

6.

17.

18,

19.

20.

Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran F’endapﬁaian dan Belanja
Daerah ; ' :

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan
dan Penyaluran Subsidi Gaj dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 11 Tahun 1975 tentang Contoh-
contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dagrah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Poraturan Menteri DalamNegeri Nomor 11 Tahun 1978tentang Pelaksanaan

" Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan.

" Sumbangan Pihak ke Tigakepada Daersh ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan
Pangelolaan Barang dan Materiil Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan
Pandapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 800 - 099 Tahun 1980 tanggal
2 Aprit 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570 - 360 tanggal 28 Cktober
1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian
Kredit Anggaran :

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 970 - 893 Tahun 1981 tanggal
24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1984 tentang Langkah
Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903 - 1316tanggal 18 September
1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor : 903 - 1319tanggal 19 September
1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
803 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1985 Tanggal 31
Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil
Bumi dan Bangunan

Keputusan Menteri Dalam Négari Nornor : 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan
Daéerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 379 tanggal 11 April 1987
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21.

Mernperhatikan

Mendengar

tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dar Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 1 903 - 057 tahggal 18 Desember
18881entang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan
Daerah,

1. Surat Menteri Dalarn negeri Noror : 803/675/PUCGD tanggal 13 Pebruari
1693 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Nomor : 11/DPRD Kab,
Smg/1992 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang.

1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 9 dan 17
Marst 1993

2. . Pembicaraan dalam Rapat Paripurria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dasrah Tingkat H Semarang tanggal 20 Maret 1993

Der:gan persetujuan Dewan Parwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat 1 Semarang.

Menstapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SEMARANG
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT |l SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/18%4
adalah sebesar Rp. 18.830.9567.000 terdirt dari .

a.

b,

PENDAPATAN ;
= [Pefdapatan.covnpnsnnisaramaa Rp. 18.830.967.000
BELANJA ;
m RN sy Rp. 8.255.785.000
Pembangunan ............. Rp. 10.575.182.000
JUMIET i .. R 18,830.967.000

Pasal 2

Jumiah Urgsan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut

a.

PENDAPATAN :
Pendapatan ..., S e e Rp. 1.037.068.000



b. BELANJA

Fatin s e Rp. 1.037.0688.000

Pembangunan Rp. = -

JUMIAN Gt i o i T Rp. 1.037.068.000
Pasal 3

{1} Rincian dar ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A

{2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2
Peraiuran Daerah int dimuat dalam Lampiran AL A IVR dan ALIVP

{(3) Contohrincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal 4
Pasal-pasal yang dapat dilakukan penggeseran sesuai peraturan Perundang-
undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.
Pasal 5

Peraturan Daerah inl mulal beraku setelah mendapatkan pengesahan dari
Pejabat yang berwenang dan berlaku mutal tanggal 1 April 1983,

Ditetapkandi : UNGARAN
Padatanggal : 20 Maret 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPAT! KEPALA DAERAH TINGKAT 1l

KABUPATEN DATI Il SEMARANG SEMARANG
Cap. ttd. ) Cap. ttd.
Drs. SOEPONO Drs. SOEDIJATNG

Disahkan dengan Keputusan Gubernur tanggal ..o,
Nomor 908/632/ 1993 Tanggal 8 Juni 1993

Diundangkan pada tanggal 11 Juni 1993 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Semarang Seri D Nomor 3

Sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

.Cap. itd.

Drs. WOERYONO

Pembina Tingkat 1
- NIP..010 051 872
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DAFTAR : ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
1l SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1993/

1994
Lampiran : 1 Contoh C./A
. Dalam Ribuan Rupiah
Anggaran | Anggaran Latsik - ’ Anpgeran | Anggaran Lebih
’7“"- Pendapatan 1392/1353} 18931 994] (Rurang} | No- Belanfa 19921993 | 196311994 Kurang)
A 1. | Pendapatan. hm?.sm 18820087 | (16.794) | A Pengetuaran Autin 7756412 | 8256785 | 499,373
————— — — — — . c— | e— cm— — — — — — TS — —— —
Bagian sisa lebih peditungan . | Befanja Pegawa 4520249 (4849223 | 39074
tahun anggaran yang lahy 1892/ 2 Belanja Darang 1.108.485 |1.084.778 | { 34716}
1933 33004 - {230.821) 3 Belanja Pamellhaman 3092321 3993 10.604
L el o 4 4 | Belanja Peqalanan Dinas 130,52 | i2asa | (7011)
2 Bagian Pendapatan Asli Dasrah | 3621 564 | 3452550 | (185.014) 5 Belarja Laindain 1.470.682 |1.191.138 |- 20,257
e — . e [P — i m— - Angsuran Hutang & Bunga 70.310 | - 205.800 | 226490
a Pajak Daerah 867400 | BATASO{ 19.75¢| 7. | Ganjaran/Subsid/Sumbangan
b, Reldbusi Daerah 2235964 | 1.991.200 § (244,764} Pd Daerah Bawhhan 205468 | 223777 28.808
¢ Bagian Laba BUMD 127000 | 1680001 42000) & Pengeluaman tak termasuk .
¢. Penenmaan dad Dinas-dinas 150,200 | 164,200 14,060 Bagian |ain 148,005 | 134.763 [ (10242}
e Penerimaan lain-iain 20,000 | 249.000 - 1} Pengeluaran tak tersangka 84433 42,800 | (41588}
3 Bagian Haslf Pajak 1454543 11.454.258 (2453 | B Perigeluaran Pembangunan £1.091266 10575102 | (516.087)
a Pajak Bumi dan Bangunan 1036.438 11.038.428 - 1. Sektor Perfanian & Pengalran 160,900 10.678 | {150.221)
b, PKE dan BENKB 415,105 | 415.860 (245 ) 2. Sektor Industri 12.000 27.500 15.500
3 Seklor Petambangan &
4, Bagian Hasil Bukan Pajak 265728 l49.§J (116441} Enery 138.200 35.800 | (102.400)
— e — — P s | —— — e 4, Sektor Perhubungan &
a luran Hasil Hutan {IHH} B4 12.000 3.800 Padwisata 4,300.616 {4483 773 | 103167
b. Sumbangan Fenabilitasi 5. Seldor Perdagangan &
Cengkeh (3AC) 2 116,400 " (116,400 Koperasi 14.000 11.038 483 | 1.024.483
¢, Pemberdtan Hak Alas Tanah 6, Sektor Tenaga Keda &
Pemeriniah 4,000 4000 ~ Pemukiman Kembali 15000 | 15000 .
d. Penerimaan Bagi Hasil Tk, | 136920 | 133288 | (3841 1. Sektor Pembangunan Dagrah  (1.272.378 | 721,582 | {340.006)
4. | Sektor Agama 332370 20500 | (2.770)
5 Bagian Sumbangan & Bantuan (12224824 |13774.80 | 1449807 § 4. Sextor Pendk, Genrs Muds,
— e — —— ——f— — — o, o— —] Kebuctayaan Nas.
a Sumbangan/Subsidi 4375811 |4.654.943 | 27R.332 © Kepergayaan Tuhan
b. Bantuan dar Tk. | 248500 | 415000 | 186.500 TME 2.377.400 | 2.308.982 | { 68418)
¢, Banlsan Pembangunan 10. Sektor Kesshalan,
[NPRES) 1700612 [B705.688 | 1.005.075 Kessjahteraan Sosfal,
Kependudukan & KB 554474 | 4DG.920 | (147.554)
& Penetdmaan Pambangunan B50.000 - 850.000; | 1. Sektar Penumahan Rakyal &
- W KRNI i Pemukiman 107.810| 20000 | {72810)
a. Pinjaman Pemeintah 12 Sektor Hukum 25000] 12,000 | {13.000)
Daerah 850,000 . 850,000} | 12 Sekior Keamanan &
b. Pirjaman untuk Baglan Ketertiban Umum 51.536| 12,000 | {89.538})
Usaha Milikk Gaersh (BUMD)} ¢ - - 14. | Seitor Penerangan Pars & '
Komunikasi 14.180 12,500 | f(1.680)
15 Seltor llmu Pengetahuan
Tehnolvgi & Pendilian 46.000| 55800 9.800
16 Sektor Aparatur Pemenntah 1251730 | TIB.TA | (473018
17. | Sektor Pembangunan Dunia
Usaha 216302 | 194922 | {21.400) | -
18, Seidor Sumbwer Alam & Lingk.
© Hidup 401444 | a71.610 | (26,834}
10,447 681 (18830067 | (16.714) 18847681 | 18830867 | (16.714)
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" Lampiran : 2,

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN
- SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN _

YANG BERLAKU
No.! Jenis Belanja Pasal-pasal Keterangan
1. | Belanja Barang 1011 sampai dengan 1050
2. | Belanja Pemeliharaan 1051 sampai dengan 1070
3. | Belajar Perjalanan Dinas 1071 sampai dengan 1080
4, | Belanja lain-lain 1081 sampai dengan 1100
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